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GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa untuk melaksariakan Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ
dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan
Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat
dan Perekonomian Nasiorial, perlu ditetapkan Peraturan
Gubernur tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomur 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Ata s Tanah Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
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Undang Norrior 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan I'
Hale Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lernbar'anNegara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyeleriggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sarong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sarong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 018/PUU -1/2003;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Perigelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional lLembaran Negara
Repu blilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Unc1ang Nornor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat Dan ~
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik t "
Indonesia Tah un 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Kedua Atsa Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan ,.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 ten tang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimp in an Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nornor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4712);

16. Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);



17. PCI-alul-on PCITlcloint;\I. Nornor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Pcrill.bal1gnn (Lcmbaran Negara Republik
lndorre sia 'I'a.hun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Repribfik lricloricaia Nomor 4575);

18. Pernt.ura n Pcmor in t uh Nomor 56 Tahun 2005 tentang
S'ist.crn lnfonn Hi 1{uarrga n Dacrah (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pcrncrintah Nomor 8 Tah un 2006 tentang
Pelaporan Kcuungan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemcrintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pcmerintah Daerah Kepada
Pernerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

2l. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tah un 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemeriritah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Pemcrintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK07/2020
ten tang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2020 Dalam Rangka Peanggulangan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020
tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada
Tahun Anggaran 2020;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVTD-19)
Dari/ Atau Menghadapi Ancaman Yang Mernbahayakan
Perekonomian Nasiorial;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Pengelolaan
Daerah (Berita Negara Republik
Nomor 754);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Nomor 52 Tahun 2012
Investasi Pemerintah
Indonesia Tahun 2012

29.

25. Peraturan Prcsic\cn Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Bnn1ng/ .Jrvsa Pernerintah;

26. Pcro t.u ra n Prr-sidcn Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Po stu r Dan Rincian Anggaran Pedapatan Dan
Bela nja Negnra 'l'ahu n Anggaran 2020;

27. Peraturan Mcn t cr i Dalam Ncgeri Nornor 13 Tabun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Me ntcri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 465);
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35. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18,
Tambahan Lern baruri Duc ra h Provinsi Papua Barat
Nornor 18);

36. Peraturan Dacrah Provinsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lernbaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat NomOI'91);

37. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 92);

38. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Tahun 2019 Nomor 1);

39. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2020 Nomor 1);

40. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi
Papua Barat Tahun 2020 Nomor 1);

41. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020
tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang
Kesehatan Dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Dalam Rangka Pencegahan Dan/ Atau Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

42. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta
Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Diseassi 2019 (COVID-19);

43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
tentang .Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN

PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2020 DALAM RANGl{A PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), SERTA
PENGAMANANDAYABELl MASYARAKATDANPEREKONOMIAN
DAERAH.
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Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini.

0,00Rp.Sisa Lebih Pem biayaan Anggaran
Tahun 2020 setelah perubahan

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah
perubahan Rp. 3.051.146.318.774,50

Rp.O,OO
Rp. 0 00

Rp. 3.051.146.318.774,50

Rp. 250.979.883.999,00
Rp. 2.800.166.434.775,50.

Rp.9.371.589.357.504,00
Rp. 855.560.496.623.40 (+)

Rp. 10.227.149.854.127,40

a) Semula
b) Bertambah/ (berkurang)

(+)

Jumlah penerimaan setelah perubahan

2. Pengeluaran

a) Semula
b) Bertambah/ (berkurang)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

Semula
Bertam bah / (berkurang)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

1.
2.

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 7.176.003.535.352,90

b. Belanja

Rp. 9.120.609.473.505,00
Rp.( 1.944.605.938.152, 10)(-)

1. Semula
2. Bertarnbah z (berkurang)

Anggaran Pcndupatnn don Bc lnnja Ducru h Tr hun Anggaran 2020 semula
berjumlah Rp. Rp.9.371.589.357.504,OO (eemotla.n trilyun tiga ratus tujuh
puJuh sa tu rnilyur lima rat.us dc lupun puluh scmbrlan juta tiga ratus lima
puluh tujuh ribu lima ra tu s ern put rupiah) bertambah sejumlah Rp.
Rp.855.560.496.623,40 (dclapan ratus lima puluh lima milyar lima ratus enam
puluh jura empat ratus sernbilan puruh enam ribu enam ratus dua puluh tiga
rupiah empat puluh sen) sehingga menjadi Rp. 10.227.149.854.127,40
(sepuluh trilyun dua ratus dua puluh tujuh milyar seratus empat puluh
sembilan juta delapan ratus lima puluh ernpat ribu seratus dua pu1uh tujuh
rupiah ernpat puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan
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DR. ROBE K. R. AMMAR, SH., M. Hum .. MM
PEMBINA UTAMAMADYA

NIP. 19650818 199203 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUABARATTAHUN 2020 NOMOR 13.

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARISDAERAH PROVINSI PAPUABARAT,

CAP/TID

NATANIEL D. MANDACAN

DOMINGGUS MANDACAN

CAP/TID

\,Ditetapkan di Manokwari
padatangga120Mei2020

GUBERNUR PAPUABARAT,

Pasul 4

Peraturan Guber-nur ini mulai ber lak'u pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Papua
Barat.



Halaman 1--
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5.378.502.938.866,00 7.598.675.405.180,69 2.220.172.466.314,69
- .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.072.342.410.350,00 1.069.657.253.105,00 (2.685.157.245,00)
864.411. 79G.660,00 859.132.456.660,00 (5.279.340.000,00)
36.449.000.000,00 465.949.000.000,00 429.500.000.000,00 1.178,36

1.384.915.687.850,00 2.543.601.958.267,94 1.158.686.270.417,94 83,66
2.010.384.044.006,00 1.391.396.288.564,00 (618.987.755.442,00) (30,79)

10.000.000.000,00 1.268.938.448.583,75 1.258.938.448.583,75 12.589,38
._-- ---_._---_ .. _--_ .. _. __ ... _ ... _-------- --_--_ .. _-_ .. -------------.

3.993.086.418.638,00 2.628.474.448.946,71 (1.364.611.969.691,29) (34,17)
.-----_-------------_- .... _----------------- ---------------------------------

186.830.175.344,00 168.251.822.344,00 (18.578.353.000,00) (9,94)
1.622.130.737.729,00 1.197.628.369.847,71 (424.502.367.881,29) (26,17)
2.184.125.505.565,00 1.262.594.256.755,00 (921.531.248.810,00) (42,19)

855.560.496.623,4010.227.149.854.127,409.371.589.357.504,00

2.818.750.000,00
4.338.453.600.000,00

19.908.606.000,00

1.024.258.594.404 ,50
1.301.320.012.000,00
530.444.752.000,00

4.020.371.906.600,00
- - ._--. _._-----
1.527.375.000,00

4.001.479.428.600,00
17.365.103.000,00

2.076.802.491.800,00
1.461.166.659.000,00
704.169.245.000,00

. - - _. - - .- - - -
4.361.180.956.000,00

(1.052.543.897.395,50)
(159.846.647.000,00)
(173.724.493.000,00)

(340.809.049.400,00)- -. - -- - - - - - - - - - -

(1.291.375.000,00)
(336.974.171.400,00)

(2.543.503.000,00)

(1.386.115.037.395,50)4.242.138.395.800,00

396.381.519.338,00
3.978.753.075,00
17.980.069.140,00
98.949.780.152,00

517.290.121.705,00 _ .2?9.6~8.~7.0~3~8,4~ . (~~~.~~1~~5.1~35~,~) _.
227.262.480.391,00 (169.119.038.947,00)

1.974.376.550,00 (2.004.376.525,00)
0,00 (17.980.069.140,00)

70.371.413.407,40 (28.578.366.744,60)
. - - - -- - - - - - - - - - _. - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - .. - - - - - - - - - -

2.856.023.358.404,50

9.120.609.473.505,00 (1.944.605.938.152,10)7.176.003.535.352,90

BELANJA

BELANJATIDAK LANGSUNG

Belanja pegawai
BelanjaHibah
BelanjaBantuan Sosial
BelanjaBagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
BelanjaBantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa
BelanjaTidak Terduga

BELANJALANGSUNG

BelanjaPegawai
BelanjaBarang dan Jasa
BelanjaModal

2

2.1

2.1. 1
2.1.4
2.1. 5
2.1. 6
2.1.7
2.1. 8

2. 2

2.2.1
2.2.2
2.2.3

1

1 . 1

1. 1 . 1
1.1.2
1.1.3
1. 1. 4

1.2

1.2.1
1.2.2
123

1.3

1.3.1
1.3.4
1.3 . 8

6

(21,32)

(42,08)
- . - - .
(42,67)
(50,38)
(100,00)
(28,88)

(32,67)

(50,68)
(10,94)
(24,67)

(7,81)

(45,81)
(7,77)

(12,78)

9,13

41,28

(0,25)
(0,61)

3 5 - 4 - 34
1

SEBElUM PERGESERAN (Rp) %SETELAHPERGESERAN
BERTAMBAHI (BEPJ(URANG)JUMLAH (Rp)

NOMOR
URUT

LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAHYANGSAH

PendapatanHibah
Dana Penyesuaiandan Otonomi Khusus
Dana Insentif Daerah

PENDAPATAN
PENDAPATANASU DAERAH

PendapatanPajak Daerah
HasHRetribusi Daerah
Hasil PengeloJaanKekayaanDaerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

DANAPERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
DanaAlokasi Umum
DanaA10kasiKhusus
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URAIAN

PEMERINTAH PROVINSl PAPUA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Lamplran I PenJabaran Pergeseran APBD
Nomor : 13 Tahun 2020
Tanggal . 20 Mel2020
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r-- URAIAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG)

HaMOR SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) Ofo
URUT- 2 3 4 5 = 4-3 6
1
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PEMBIAYAANDAERAH

PENERlMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 250.979.883.999,00 3.051.146.318.774,50 2.800.166.434.775,50 1.115,69
3.1
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3. 1. 1
SisaLebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 250.979.883.999,00 3.051.146.318.774,50 2.800.166.434.775,50 1.115,69

PEMBIAYAAN NETTO 250.979.883.999,00 3.051.146.318.774,50 2.800.166.434.775,50 1.115,69

'-----.
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

MANOKWARI,20 Mei2020
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Drs. DOMINGGUS ANDACAN

R1NGKASANPENJABARAN PERGESERAN APBD Halaman 2
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